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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No 37 tahun
1998 tentang PeraturanJabatan PPAT.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan No 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara
PenghapusanPiutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018
Tentang  Peningkatan Kualitas  Layanan  Administrasi
Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi
Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.07/2010, tanggal 30 November
2010, tentang Percepatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
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Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penilaian Individual Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penilaian Individual Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
him 12-13.

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No. 61 Tahun 2010 tentang
Juklak Perda No. 9 Tahun 2010 tentang BPHTB.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penesuaian
Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Tahun 2023.

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 464/C/2022 Tentang Klasifikasi Dan
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Pengenaan Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023.
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